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ABSTRAK 

Robi Suwarno. Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut UU Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-

VIII/2010. 

Hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU No 1 tahum 1974  

hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya,   

sedangkan didalam ketentuan atau putusan mahkamah konstitusi 46/PUU-

VIII/2010 hubungan keperdataan anak diluar kawin selain memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibunya juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah 

biologisnya. 

Dari persoalan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan; (2) Mengetahui hubungan keperdataan anak diluar 

kawin menurut putusan mahkamah konstitusi 46/PUU-VIII/2010; (3) Mengetahui 

relevansi UU nomor 1 tahun 1974 dan putusan mahkamah konstitusi 46/PUU-

VIII/2010 tentang perkawinan dengan pendapat imam Syafi’i dan imam Hanafi. 

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa UU No 1 tahun 1974 adalah 

peraturan perundang – undangan yang mengatur hubungan keperdataan, UU No 1 

tahun 1974 merupakan rujukan bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara 

yang berkitan dengan hukum perdata, ketika putusan ditingkat pertama sampai 

tingkat kasasi tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, masyarakat boleh 

mengajukan kepada mahkamah konstitusi untuk uji materi atau mengkaji kembali 

peraturan perundang – undangan tersebut. 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah  

metode deskriptif analitik, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan 

hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU No 1  tahun 1974 dan 

menurut putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/ 2010 kemudian di analisis, 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, komparatif. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Menurut UU No 1 tahun 1974 

anak diluar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga 

ibunya; (2) Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 anak 

diluar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan 

ayah biologisnya; (3) Relevansi menurut UU No 1 tahun 1974 dan putusan 

Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 dengan pendapat Imam Syafi’i dan 

Imam Hanafi adalah ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 yang 

berkaitan dengan hubungan keperdataan anak diluar kawin relevan dengan 

pendapat Imam Syafi’i hal ini dapat dilihat dalam karya Imam Syafi’i kitab Al-

umm, jilid 5 bab al-Nikah halaman 177. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam 

putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak 

diluar kawin relevan dengan pendapat Imam Hanafi, dapat dilihat dalam kitab al-

Hawi al-Kabir, jilid 8 halaman 162. 


